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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf tanah pemakaman di Yayasan
Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, Kota Mataram. Latar belakang penelitian
didasari oleh keterbatasan lahan pemakaman di perkotaan dan rendahnya proporsi
wakaf tanah yang dialokasikan untuk pemakaman di Indonesia. Berangkat dari
perbedaan antara tuntutan normatif pengelolaan wakaf dan realitas praktik di lapangan.
Secara normatif, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan prinsip good
governance menuntut pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dilaporkan
kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teori kepatuhan hukum juga menegaskan
bahwa kepatuhan ideal mencakup compliance (taat aturan), identification (taat karena
ingin diakui kelompok), dan internalization (taat karena nilai intrinsik). Namun,
observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah pemakaman terdapat
beberapa permasalahan yang dapat mengganggu konsistensi wakaf tersebut.
Kesenjangan pada penelitian ini terletak pada belum adanya analisis mendalam
tentang bagaimana peran nazir dijalankan dalam konteks wakaf pemakaman dan
sejauh mana praktiknya memenuhi tuntutan hukum serta teori tata kelola yang ideal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis di Yayasan
Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, Mataram. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara mendalam dengan nazir, pengurus masjid, dan warga, serta studi
dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pisau analisis UU Wakaf, teori kepatuhan
hukum, dan prinsip good governance.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara landasan
teori kepatuhan hukum dan prinsip good governance dengan praktik pengelolaan
wakaf oleh nazir. Secara substantif, pengelolaan wakaf tanah pemakaman di Yayasan
Masjid Al-Achwan telah memenubhi nilai-nilai syariah dan kebutuhan sosial komunitas,
namun belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan hukum positif dan standar tata
kelola yang ideal. Kekuatan pengelolaan lebih banyak bertumpu pada nilai sosial dan
religius (identification dan internalization), sementara aspek kepatuhan formal,
pelaporan, serta mekanisme pengawasan masih lemah dan menimbulkan potensi risiko
hukum maupun risiko keberlanjutan aset wakaf.

Untuk menjamin keberlanjutan sosial wakaf pemakaman sebagai aset public
keagamaan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model tata kelola Aybrid
yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan penguatan kerangka regulasi dan
fungsi kelembagaan. Peningkatan kapasitas nazir melalui pembinaan profesional,
pemenuhan kewajiban pelaporan kepada BWI, dan penguatan kolaborasi antara
otoritas keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi langkah kunci guna
memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan jangka panjang
pengelolaan wakaf.

Kata kunci: Nazir, Wakaf Tanah Makam, UU No 41 Tahun 2004, Kepatuhan Hukum,
Good Governance



ABSTRACT

This study analyzes the management of burial land wagqf at the Al-Achwan
Griya Pagutan Indah Mosque Foundation, Mataram City. The background of the
research is based on the limited number of burial land in urban areas and the low
proportion of land waqf allocated for cemeteries in Indonesia. Departing from the
difference between the normative demands of waqf management and the reality of
practice in the field. Normatively, Law No. 41 of 2004 concerning Wagqf and the
principle of good governance requires professional, accountable, and reported waqf
management to the Indonesian Waqf Agency (BWI). Legal compliance theory also
emphasizes that ideal compliance includes compliance (obeying rules), identification
(obedience because you want to be recognized by the group), and internalization
(obedience because of intrinsic value). However, initial observations show that the
management of funeral land waqf has several problems that can interfere with the
consistency of the waqf. The gap in this study lies in the absence of an in-depth
analysis of how the role of nazir is carried out in the context of funeral waqf and the
extent to which the practice meets the demands of the law and the ideal governance
theory.

This study uses a descriptive-analytical qualitative approach at the Al-Achwan
Griya Pagutan Indah Mosque Foundation, Mataram. Data was collected through
observation, in-depth interviews with nazirs, mosque administrators, and residents, as
well as documentation studies, then analyzed with the analysis knife of the Waqf Law,
legal compliance theory, and the principle of good governance.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara landasan
teori Legal compliance and the principles of good governance with the practice of
waqf management by nazir. Substantively, the management of the cemetery land waqf
at the Al-Achwan Mosque Foundation has met the sharia values and social needs of
the community, but it has not been fully aligned with positive legal demands and ideal
governance standards. The strength of management rests more on social and religious
values (identification and internalization), while aspects of formal compliance,
reporting, and supervision mechanisms are still weak and pose potential legal risks
and risks to the sustainability of waqf assets.

To ensure the social sustainability of funeral waqf as a religious public asset,
this study recommends the development of a hybrid governance model that integrates
local values with the strengthening of regulatory frameworks and institutional
functions. Increasing the capacity of nazir through professional coaching, fulfilling
reporting obligations to BWI, and strengthening collaboration between religious
authorities, local governments, and the community are key steps to ensure
accountability, sustainability, and long-term benefits of waqf management.

Keywords: Nazir, Waqf Cemetery Land, Law No. 41 of 2004, Legal Compliance, Good
Governance
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan semakin menarik perhatian
berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan fakta bahwa masih
terdapat lahan wakaf yang cukup luas di Indonesia yang menawarkan potensi
signifikan untuk diwakafkan dan dikembangkan lebih lanjut.! Pertumbuhan
penduduk yang pesat di Indonesia, diiringi dengan pembangunan fisik yang
didorong oleh pembangunan ekonomi, telah menimbulkan permasalahan
terkait ketersediaan lahan, khususnya di kawasan perkotaan. Tidak hanya
harga tanah untuk tempat tinggal yang kian melambung, tetapi lahan untuk
keperluan pemakaman pun semakin sulit diperoleh.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk
institusi keagamaan islam. Dalam hal pemakaman, tanah wakaf memegang
peranan penting untuk mencukupi kebutuhan lahan pemakaman umat Islam.
Tersedianya lahan makam yang layak menjadi bagian penting dari struktur
sosial dan keagamaan dalam masyarakat muslim.?

Menurut Kementrian Agama, dalam data pemanfaatan tanah wakaf yang
diperoleh melalui laman siwak.kemenag.go.id tercatat Indonesia memiliki
aset tanah wakaf dengan luas mencapai 57.263,69 Ha dan berjumlah 440.512

lokasi. Penggunaan nya 43.51% untuk Masjid, 27.90% untuk musholla,

' Amelia Fauzia, Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif
(Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016), him. 9.
2 [bid., hlm. 45.


https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
https://siwak.kemenag.go.id/siwak/grafik_jumlah_tanah_wakaf.php

sekolah diangka 10,77%, 4.10% untuk pesantren, dan mengenai tanah makam

diangka 4.35%, sisanya 9.37% digunakan untuk kebutuhan sosial lainnya.?

PENGGUNAAN TANAH WAKAF

Sosial Lainnya - $.37 % \
\

Pesantren : 4.10 % \

Sekolah : 10.77 % —_
ot

~ Musholla® 27 930 %

Makam : 4.35% —

© Masjid . 43.51 %

Sumber: siwak.kemenag.co.id

Khusus di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti yang juga dikutip
dari situs siwak.kemenag.co.id, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Mataram
berjumlah 39, dengan luas 6,01 Ha, di wilayah Ampenan berjumlah 39
dengan luas 3,71 Ha, Kecamatan Cakranegara berjumlah 61 dengan luas 2,26
Ha, Selaparang 103 dengan luas 3,99 Ha, selanjutnya Sekarbela berjumlah 74
dengan luas 13,08 Ha, dan terakhir Kecamatan Sandubaya berjumlah 80
dengan luas 2,19 Ha. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah
tanah wakaf di Kota Mataram adalah 461 dengan luas total 31,24 Ha.*

Seiring berjalannya waktu, wakaf lahan pemakaman di Indonesia semakin

menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya

3 Kementeriaan Agama, “Penggunaan Tanah Wakaf,” Direktorat Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,
n.d., https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php.

* Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, and Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Kota Mataram - Nusa
TenggaraBarat,”SiwakKemenag https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf kab.php? pid=T
3hWeFEyajRLWCIMbXVmQ2t2dGp3Zz09& kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNECESSZEtuUTO
9. Diakses 20 April 2025.



pemakaman dan keterbatasan lahan yang tersedia, terutama di wilayah
perkotaan.”> Ketersediaan lahan untuk pemakaman atau tempat pemakaman di
Kota Mataram semakin berkurang, sehingga masyarakat semakin kesulitan
dalam mencari lokasi pemakaman yang layak. Beberapa TPU memang telah
melakukan perluasan area. Namun, setiap tahunnya lahan tersebut juga
semakin padat. Situasi ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat
dan meningkatnya angka kematian, hal tersebut semakin diperparah oleh
kegagalan pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas umum
seperti lahan pemakaman. Padahal pengembang perumahan seharusnya wajib
memenuhi syarat penyediaan fasilitas umum termasuk pemakaman.®

Menurut penuturan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Mataram,
Lalu Agus Supriadi, Kota Mataram masih kekurangan sekitar 33 hektare
lahan pemakaman. Saat ini, tercatat ada 101 lokasi pemakaman, 83 di
antaranya merupakan pemakaman Muslim, sedangkan sisanya diperuntukkan
bagi masyarakat beragama Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Bahkan,
Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah melebihi kapasitas.’

BTN Griya Pagutan Indah, merupakan salah satu perumahan di wilayah
Kota Mataram, berlokasi di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram,
Kota Mataram. Di komplek perumahan ini terdapat sebuah masjid yang

dibangun bersama dan diberi nama Masjid Al-Achwan. Masjid ini tidak

> Sinergi Foundation, “Wakaf Pemakaman Di Indonesia,” Sinergi Foundation, n.d.,
https://www.sinergifoundation.org/wakaf-pemakaman-di-indonesia/. Diakses 23 April 2025.

¢ Lombok Post, “Area Pemakaman Di Mataram Kian Menyempit, Pemkot Harus Cari
Solusi,” Lombok Post, 2021, https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1502777802/area-
pemakaman-di-mataram-kian-menyempit-pemkot-harus-cari-solusi. Diakses 20 April 2025.

7 Zainal Abidin, “Lahan Pemakaman Di Mataram Kurang 33 Hektare,” Genpi.Co, 2022,
https://ntb.genpi.co/ntb-terkini/6830/lahan-pemakaman-di-mataram-kurang-33-hektare?page=2.
Diakses 20 April 2025.



hanya difungsikan sebagai tempat shalat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat
kegiatan keagamaan seperti taman pendidikan, peringatan hari besar Islam,
serta penyelenggaraan aqiqah, akad nikah, dan pengurusan jenazah. Masjid
ini sekaligus menjadi sebuah yayasan dengan lembaga pendidikan seperti RA
Darul Achwan.

Dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim Griya Pagutan Indah
akan tanah pemakaman, kondisi tanah pemakaman yang tidak memadai di
Kota Mataram, muncul ide dari ta’mir atau pengurus Masjid Al-Achwan
Griya Pagutan Indah untuk membeli tanah pemakaman. Ide ini kemudian
diajukan dalam rapat takmir masjid dan disetujui sebagai salah satu program
kerja prioritas. Takmir masjid kemudian membentuk tim sebagai panitia yang
bertugas menyurvei lokasi melakukan penggalangan dana dan melakukan
pembelian tanah pemakaman.

Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Mataram erat kaitannya dengan
inisiatif Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah untuk mewujudkan
wakaf lahan pemakaman. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf
(siwak.kemenag.go.id), dari total 57.263,69 hektare lahan wakaf di Indonesia,
hanya 4,35% yang diperuntukkan untuk pemakaman. Angka ini menunjukkan
bahwa proporsi lahan wakaf untuk keperluan pemakaman masih sangat
rendah dibandingkan dengan peruntukan lain seperti masjid (43,51%) dan
mushola (27,90%). Kondisi ini juga tercermin di Kota Mataram yang
memiliki 461 lokasi lahan wakaf dengan total luas 31,24 hektare, namun

masih mengalami kekurangan lahan pemakaman sekitar 33 hektare.



Kekurangan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan
terbatasnya perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dalam konteks ini,
inisiatif Yayasan Masjid Al-Achwan untuk membeli dan mewakatkan tanah
pemakaman merupakan langkah strategis dan solutif yang berakar pada
kebutuhan sosial masyarakat. Upaya ini tidak hanya menunjukkan kepedulian
keagamaan dan sosial jemaah, tetapi juga memperkuat peran wakaf sebagai
instrumen filantropi Islam yang mampu mengatasi permasalahan keterbatasan
lahan pemakaman di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram.

Menurut hukum Islam dan peraturan perwakafan di Indonesia, wakaf
pemakaman termasuk Wakaf Khairi karena ditujukan untuk kepentingan
umum. Meskipun penerima manfaatnya dibatasi pada warga muslim Griya
Pagutan Indah, tujuan utamanya tetap untuk kemaslahatan publik melalui
penyediaan lahan pemakaman. Kategori ini menegaskan bahwa wakaf
tersebut bersifat abadi, non-komersial, dan merupakan bentuk ibadah sosial
sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Dalam musyawarah antara pengurus takmir masjid, warga muslim, dan
pengurus lingkungan disepakati bahwa tanah yang dibeli kemudian dari dana
warga muslim Griya Pagutan Indah diubah statusnya menjadi tanah wakaf
pemakaman. Pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada nazir yang dipilih
dan disepakati bersama. Nazir merupakan pihak yang diamanahi oleh Wagqif

untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan



tujuan yang telah ditentukan.® Mengingat betapa pentingnya peran nazir
dalam mengelola wakaf, para imam mazhab sepakat bahwa seorang nazir
harus memenuhi syarat keadilan dan memiliki kemampuan untuk mengemban
tugas pengelolaan wakaf.® Keadilan berarti menjalankan apa yang
diperintahkan serta menjauhi larangan, sementara kemampuan merujuk pada
kekuatan dan kapasitas seseorang untuk menjaga dan mengelola harta wakaf
dengan baik.

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 11
mencantumkan tugas nazir yaitu!'®:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Melakukan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Musyawarah nazir memutuskan bahwa warga yang telah memberikan
infaq senilai dua juta rupiah sesuai kesepakatan bersama berhak mendapatkan
sertifikat sebagai tanda bahwa anggota keluarganya dapat dimakamkan di
tanah wakaf pemakaman. Jika pembayaran tersebut belum lunas, tetapi ada
anggota keluarga yang meninggal, maka berhak pula dimakamkan di
pemakaman tersebut. Tetapi jika tidak ikut berpartisipasi dalam wakaf tanah

makam ini, maka tidak berhak dimakamkan di tanah tersebut, sekalipun

8 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarkat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya (Jakarta,
2009), hlm. 9.

° Direktorat Jendral Bimbingan MAsyarakat Islam, “Kumpulan Hasil Seminar
Prewakafan,” Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (2004): hlm. 85.

10 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf,” Bwi.Go.Id § (2004).



warga muslim Griya Pagutan Indah. Namun pada faktanya, terdapat warga
yang sudah berinfaq dalam jumlah kecil dari kesepakatan meminta agar
keluarganya yang meninggal dapat dimakamkan di tanah pemakaman
tersebut. Hal ini memicu ketidakseimbangan antara perjanjian di awal dengan
praktik yang terjadi.

Selain hal tersebut, dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang
diperuntukkan khusus bagi warga Muslim Griya Pagutan Indah, muncul
beberapa isu kompleks. Pertama, adanya permintaan dari individu di luar
warga muslim yang ingin berpartisipasi, bahkan dengan tawaran pembayaran
lebih besar, hal ini mengaburkan tujuan awal wakaf yang seharusnya hanya
diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Situasi ini juga dapat mengancam
kesepakatan internal dan mengubah esensi wakaf menjadi transaksi komersial.

Kedua, permasalahan muncul dari warga internal yang tidak berpartisipasi
dalam pembayaran infaq awal, tetapi menuntut hak pemakaman saat
dibutuhkan dan menawarkan pembayaran mendadak. Tindakan ini secara
langsung berlawanan dengan semangat wakaf yang bertujuan untuk amal
jariyah, dan justru menciptakan kesan jual beli, sebuah praktik yang tidak
sesuai dengan sifat tanah wakaf.

Terakhir, terdapat anggota keluarga yang bukan penduduk tetap atau tamu
(tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga) meminta agar keluarganya dapat
dimakamkan di tanah pemakaman tersebut, hal ini juga menjadi tantangan.
Permintaan ini berpotensi memperluas kriteria penerima manfaat secara

informal, yang dapat menciptakan ketidakjelasan dalam kesepakatan yang



telah ditetapkan, sehingga mengganggu konsistensi dan akuntabilitas
pengelolaan wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas
mengamanatkan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan aset
wakaf secara profesional, akuntabel, serta melaporkannya kepada Badan
Wakaf Indonesia (BWI). Prinsip good governance juga menuntut agar
pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta
memiliki mekanisme pengawasan dan dokumentasi yang baik. Selain itu,
teori kepatuhan hukum Kelman menegaskan bahwa kepatuhan ideal tidak
hanya bersumber dari nilai dan hubungan sosial (identification dan
internalization), tetapi juga harus tercermin dalam compliance terhadap
aturan formal. Namun, dari permasalahan yang terjadi dan realitas
pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa peran nazir masih belum optimal.
Kondisi empiris ini tidak sejalan dengan ketentuan normatif maupun standar
teoritis yang telah ditetapkan, sehingga tampak jelas adanya gap antara
tuntutan hukum, teori tata kelola, dan praktik lapangan. Atas dasar perbedaan
tersebut, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana peran nazir
dijalankan dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman dan sejauh mana
praktik tersebut memenuhi prinsip hukum dan tata kelola yang ideal.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam di

Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah?



2. Bagaimana kepatuhan hukum nazir dalam pengelolaan wakaf tanah
makam berdasarkan teori kepatuhan hukum dan prinsip good
governance’!

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tanah makam di Yayasan Masjid
Al-Achwan Griya Pagutan Indah.

2. Untuk mengeksplorasi kepatuhan hukum nazir dalam pengelolaan
wakaf tanah makam berdasarkan teori kepatuhan hukum dan prinsip
good governance.

Disamping tujuan tersebut, penelitian ini juga mempunyai kegunaan
sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan memperkaya khasanah pemikiran Islam, sejalan dengan tujuan wakaf
sebagai salah satu bentuk ibadah jariyah yang bernilai berkelanjutan.
Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi
mengenai wakaf tanah makam yang menurut penulis urgensinya akan ada
dalam beberapa tahun mendatang.

2. Secara Praktis

Bagi Nazir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan
baru terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf tanah makam ini. Bagi

nazir dan warga muslim Griya Pagutan Indah, diharapkan penelitian ini
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dapat memberikan informasi dan kesadaran mengenai pentingnya
pengelolaan dan kepatuhan hukum terhadap wakaf tanah makam ini,
sehingga kontribusinya pun kian meningkat.
D. Telaah Pustaka
Dalam penelitian yang ditulis oleh M. Choirul Tsani, dengan judul “Desa
Adat Sebagai Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa
Malapari Provinsi Jambi)”, penelitian ini mengkaji praktik wakaf di Desa
Malapari, Provinsi Jambi, di mana Desa Adat berperan sebagai nazir sebagai
pengelola tanah wakaf berdasarkan hukum adat dan Islam yang turun-
temurun. Secara hukum Islam, wakaf di desa ini dianggap sah karena
memenuhi rukun-rukunnya, seperti adanya Waqif (pemberi), harta wakaf,
nazir, dan ikrar lisan. Namun, dari perspektif hukum positif (UU No. 41
Tahun 2004), praktik ini belum sempurna karena tidak memiliki dokumen
resmi seperti Akta lkrar Wakaf (AIW) yang terdaftar di KUA, sehingga
kurang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif, seperti sosialisasi
oleh pemerintah daerah, pendampingan dalam pengurusan AIW, serta peran
aktif pemerintah desa sebagai penghubung. Tujuannya agar praktik wakaf
tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi aspek legal untuk
menghindari sengketa di masa depan.'! Penelitian tersebut memiliki tujuan
yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis analisis. Dimana dalam hal

ini, penulis akan meninjau pengelolaan wakaf oleh nazir pada Yayasan Masjid,

' M. Chorul Tsani, “Desa Adat Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi
Kasus Di Desa Malapari Provinsi Jambi)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2024).



11

sekaligus meninjau faktor-faktor yang dihadapi, serta fokus penelitian yang
akan penulis susun menggunakan UU No 41 Tahun 2004 dan Teori
Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian dengan judul “Peranan Nazir Dalam Pengelolaan Harta
Benda Wakaf Pada Yayasan Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan
Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal”
yang ditulis oleh Dholifun Nafsi, disimpulkan bahwa peran nazir dalam
pengelolaan wakaf telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum
Islam dan hukum positif. Namun, secara keseluruhan, implementasinya
belum sepenuhnya optimal karena berbagai faktor penghambat yang masih
memengaruhi kinerja nazir, dan masih diperlukan pengembangan konkret
dalam pengelolaan aset wakaf untuk memaksimalkan manfaatnya.'?
Penelitian tersebut memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian dan harta
benda wakaf yang digunakan, dan pada pisau analisis menggunakan UU No
41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum.

Penelitian dengan judul “Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya
Pagutan Indah Dalam Memakmurkan Masjid” yang ditulis oleh Arif Maulana
dengan mengkaji manajemen ta’mir Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan
Indah dalam memakmurkan masjid, serta kendala-kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaannya. Masjid Al-Achwan berhasil memakmurkan kegiatan
keagamaan melalui berbagai program yang terorganisir dengan baik, meliputi

bidang ibadah, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan administrasi.

12 Dholifun Nafsi, “Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pada Yayasan
Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan
Margadana Kota Tegal” (Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).
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Namun, terdapat beberapa kendala seperti gangguan anak-anak selama ibadah,
kesibukan jama’ah yang tinggi, upaya mengajak jama’ah ke masjid, serta
perbedaan paham keagamaan di antara jama’ah. Meskipun demikian, ta’mir
Masjid Al-Achwan berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan
masyarakat dan tokoh setempat, serta melibatkan partisipasi jama’ah dalam
setiap kegiatan. Keberhasilan ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas,
transparansi keuangan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Secara
keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen ta’mir Masjid Al-
Achwan telah berperan penting dalam menciptakan masjid yang makmur dan
bermanfaat bagi masyarakat sekitar.!> Persamaan dengan penelitian penulis
adalah objek penelitian di Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, namun
penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana
penulis akan meneliti pengelolaan tanah wakaf pemakaman dalam aspek
hukum ekonomi yang dilakukan oleh Masjid Al-Achwan Griya Pagutan
Indah bukan mengenai menajemen masjidnya.

Selanjutnya, dengan judul Analisis “Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam
Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung)” yang ditulis oleh Latifaza Rais, dan Irsan, hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa penduduk tetap Permata Hijau yang
berpartisipasi dalam pembelian tanah wakaf berhak dimakamkan di tanah
tersebut. Sementara itu, penduduk tidak tetap atau penyewa diwajibkan

membayar kompensasi jika ingin dimakamkan di pemakaman. Dari

13 Arif Maulana, “Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah Dalam
Memakmurkan Masjid” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).
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perspektif fikih, ketentuan mengenai pemanfaatan tanah wakaf sejalan dengan
hukum Islam, karena pemanfaatan oleh penduduk tetap mencerminkan
prinsip-prinsip dasar wakaf. Sementara itu, pembayaran yang dilakukan oleh
penduduk tidak tetap bukan merupakan transaksi jual beli yang dilarang,
melainkan dimaksudkan sebagai bentuk dukungan bagi pemeliharaan dan
pengelolaan tanah wakaf agar tetap berfungsi sesuai dengan tujuan
keagamaannya.'* Dari penelitian tersebut, penulis mengembangkan
analisisnya dengan perbedaan objek dan pisau analisis melalui UU RI No 41
tahun 2004 mengenai Wakaf serta Teori Kepatuhan Hukum.

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Undang-
undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam
Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN
Msb.” Yang ditulis oleh Nurudin, dan Yusup Hidayat, menunjukkan bahwa
nazhir memegang peran krusial dalam menjaga, mengelola, dan
mengembangkan harta wakaf sesuai prinsip syariah dan tujuan awalnya.
Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan
pemahaman nazhir terhadap tugasnya sering menghambat optimalisasi
manfaat wakaf. Kasus sengketa tanah wakaf untuk Masjid Baitul Makmur
dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb menegaskan pentingnya
perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan peran nazhir dalam
menyelesaikan konflik. Hakim dalam putusannya mengakui kedudukan

hukum nazhir dan menekankan bahwa nazhir bertindak untuk kepentingan

14 Latifaza Rais Aminurdin and Irsan, “Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah
Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung),” Rayah Al-Islam vol. 8, no. 3 (2024).
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wakaf, bukan kepentingan pribadi. Putusan ini juga menunjukkan relevansi
UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam
mengatur tugas dan tanggung jawab nazhir. Akan tetapi untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan wakaf, diperlukan pemahaman dan profesionalisme
nazhir, pengawasan ketat terhadap mekanisme akuntabilitas, serta
perlindungan hukum yang kuat.'"> Dalam penulisan tesis ini, penulis juga
menjadikan UU No 41 Tahun 2004 menjadi acuan dalam optimalisasi nazir
terhadap pengelolaan wakaf, namun terdapat perbedaan tujuan pada objek
wakaf yang diteliti dan penambahan pisau analisis menggunakan Teori
Kepatuhan Hukum.

Hasil penelitian Lulu Sylvianie dengan judul “Kecakapan Nazhir Dalam
Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia” berdasarkan hasil pengumpulan
dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan nazir
dalam mengelola wakaf produktif disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat
setidaknya enam faktor utama yang memengaruhi kualitas kecakapan nazir.
Permasalahan ini semakin kompleks karena kurangnya, bahkan tidak adanya,
pembinaan yang rutin dan sistematis dari pthak KUA maupun BWI. Kondisi
ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat apabila
pengelolaan wakaf produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu, disanrankan adanya pembinaan nazir yang bersifat menyeluruh,
dengan kurikulum bisnis yang terstruktur, sistematis, dan dilaksanakan secara

berkala. Ketiadaan upaya-upaya tersebut dapat menyebabkan tidak

5 N Nuridin and Y Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41
Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor 20/Pdt ...,” UNES Law Review, vol 6, no. 3 (2024): 7968—79.
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tercapainya tujuan pengelolaan wakaf produktif secara optimal,
terbengkalainya aset wakaf yang memiliki potensi besar, bahkan hingga
menyusutnya nilai atau jumlah harta wakaf itu sendiri.'® Perbedaan dengan
penelitian ini adalah jenis pengelolaan yang dilakukan pada aset wakaf juga
faktor-faktor yang mendukung maupun tidak dari latar belakang penelitian ini,
serta fokus penelitian yang akan penulis susun menggunakan UU No 41
Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Agung Abdullah dengan judul “Nazhir
dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia” melalui  pengelolaan
wakaf di Indonesia awalnya didasarkan pada hukum adat dan Islam,
kemudian diperkuat dengan regulasi formal setelah terbentuknya NKRI.
Seiring waktu, tata kelola wakaf terus berkembang, ditandai dengan hadirnya
pedoman akuntansi dan Wagf Core Principle. Nadzir memiliki keleluasaan
dalam mengelola wakaf secara independen, sementara pemerintah berperan
sebagai pelindung dan pembuat regulasi pendukung.!” Persamaan dengan
penelitian ini adalah nazir yang diatur dalam Badan Wakaf Indonesia, lalu
perbedaanya adalah pengelolaan nazir terhadap tanah wakaf untuk
pemakaman, serta fokus penelitian yang akan penulis susun menggunakan

UU No 41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

16 Lulu Sylvianie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia”,
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman vol. 13, no. 2 (2023).

17 Agung Abdullah, “Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia,” Jurnal
Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 6, no. 3 (2020).
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik dalam penelitian ini disusun untuk memberikan
landasan konseptual dalam menganalisis peran nazir dalam pengelolaan
wakaf tanah pemakaman. Landasan teori diperlukan agar pembahasan tidak
hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menunjukkan sejauh mana
praktik pengelolaan wakaf selaras atau berbeda dengan ketentuan normatif
dan standar teoretis yang berlaku

1. Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 merupakan
tonggak utama dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia.
Peraturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap aset wakaf, tetapi juga menetapkan mekanisme
pengelolaan untuk memastikan wakaf berfungsi secara produktif dan
berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.
Didalamnya terdapat banyak unsur yang mendukung dan mengatur
perwakafan di Indonesia.

Wakaf merupakan bentuk penyerahan sebagian harta milik pribadi
untuk dimanfaatkan dalam kepentingan sosial atau kemaslahatan umat
dengan tujuan utama merath ridha Allah SWT. Tindakan ini
mencerminkan keimanan dan kesalehan seseorang tanpa mengharapkan
imbalan materi. Sebagai instrumen dalam sistem keuangan islam, wakaf

memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan
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ekonomi, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim
seperti Indonesia.'®

Dalam pengelolaan harta wakaf, peran utama dipegang oleh nazir,
yaitu orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
diberi amanah oleh Wagqif untuk mengelola dan mengembangkan harta
wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.!” Dari perspektif
hukum, ketentuan mengenai nazir diatur secara jelas dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
khususnya pada Pasal 9. Peraturan ini menjelaskan bahwa pihak yang
dapat menjadi nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
Untuk dapat menjalankan peran ini, seorang nazir harus memenuhi
beberapa persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam,
dewasa, memiliki sifat amanah, cakap lahir dan batin, serta tidak
memiliki hambatan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya?’:

Selanjutnya, pada Pasal 11 mencantumkan tugas nazir yaitu?':

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Melakukan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, nazir berhak memperoleh imbalan dari

hasil bersih pengelolaan serta pengembangan harta wakaf, dengan

18 Galih Pangestu, “Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah ngelolaan Tanah
Wakaf Untuk Pemakaman (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)” (Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024), him. 1.

19 Wakaf, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, hlm.93.

20 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2 Ibid.
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ketentuan jumlahnya tidak lebih dari 10%, sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain
itu, nazir juga mendapatkan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan
Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana tertuang pada Pasal 13. Sebagai
bagian dari proses pembinaan ini, setiap nazir wajib terdaftar secara

resmi di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.??

Standar nazir profesional disusun oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Zakat dan Wakaf, di bawah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan
Haji. Standar ini mencakup persyaratan keahlian, keterampilan khusus,
dan komitmen moral yang kuat, yang memungkinkan nazir untuk
melaksanakan tugas pengelolaan wakaf secara amanah, efektif, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini bertujuan untuk
menjamin pelaksanaan tugas nazir dengan integritas, memperoleh

legalisasi izin yang sah, serta mendukung keberlanjutan ekonomi.?’

Standardisasi berperan dalam meningkatkan profesionalisme nadzir
dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui penguatan pola
pikir, sikap, pelatihan, pembinaan, serta tanggung jawab yang sesuai

dengan standar profesional. Dengan demikian, aset wakaf dapat

22 Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya.

23 Faturrahman Djamil, “Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia,” Badan
Wakaf Indonesia, 2011, https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-
nazhir-di-indonesia/.
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dikembangkan melalui program-program kreatif dan inovatif, serta

dikelola secara profesional untuk mengoptimalkan manfaat harta wakaf.?*

2. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum mengkaji motivasi di balik perilaku individu
dan masyarakat dalam menaati aturan hukum. Kepatuhan ini bukan hasil
dari satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian alasan
yang beragam, mulai dari pertimbangan eksternal seperti ancaman sanksi,
hingga keyakinan internal terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam
hukum.?> Para ahli mengidentifikasi berbagai tingkatan kepatuhan, dari
yang paling dangkal hingga yang paling mendalam, menunjukkan bahwa
alasan seseorang patuh pada hukum bisa sangat berbeda. Dalam konteks
wakaf, teori kepatuhan hukum dapat digunakan untuk menganalisis
perilaku para pihak yang terlibat, terutama nazir yang berperan besar
dalam mengelola wakaf.

Kepatuhan hukum secara etimologis merupakan gabungan dari dua
kata, yaitu “kepatuhan” dan “hukum”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kata “patuh” didefinisikan sebagai sikap tunduk

terhadap perintah, taat pada aturan, dan berdisiplin. Dengan demikian,

24 Asma Nadia Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, Saipul Nasution, “Standarisasi
Kompentensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
(Studi Kasus Di Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah),” Journal Of Indonesian Comperative of
Syariah Law 8, no. 1 (2025) hlm. 79.

25 Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” (Jakarta: Rajawali,
1977), him. 25.
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“kepatuhan” merujuk pada sifat taat, ketaatan, dan ketundukan seseorang
terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku.2¢

Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang mengendalikan
tingkah laku dan perbuatan individu dalam konteks sosial. Hukum
memiliki karakteristik yang konstan, yaitu berfungsi sebagai seperangkat
norma abstrak yang bertujuan untuk menata kepentingan manusia.
Konsekuensinya, setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi yang telah
ditetapkan.?’

Berdasarkan perspektif yang lebih luas, kepatuhan hukum merupakan
tindakan yang diimplementasikan oleh warga negara. Menurut Soerjono
Soekanto, yang dikutip dari Ahmad Syahir, sikap hukum didefinisikan
sebagai kecenderungan untuk mematuhi hukum karena dinilai memiliki
manfaat atau kegunaan. Sikap ini sendiri terbentuk dari evaluasi atau
penilaian yang dilakukan oleh individu dan warga negara terhadap hukum
yang berlaku di dalam masyarakat.?®

Masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda,
mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak bersifat
seragam di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana
seseorang atau suatu komunitas mematuhi hukum, digunakan serangkaian

indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur atau kriteria. Indikator-

26 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016.

27 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2006) him, 2.

28 Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Kepatuhan Terhadap Hukum
(Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and
Legal Theory, vol 1, no. 4 (2023): him. 932.
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indikator ini memungkinkan para ahli untuk melakukan evaluasi terhadap
tingkat kepatuhan hukum individu dalam suatu komunitas. Menurut H.C
Kelmen, indikator tersebut adalah?’:

a. Compliance

"An overt acceptance induced by expectation of rewards and an
attempt to avoid possible punishment-not by any conviction in the
desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is
based on,, means-control" and, as a consequence, the influenced
person conforms only under surveillance"

“Penerimaan terang-terangan yang didorong oleh ekspektasi
imbalan dan upaya menghindari kemungkinan hukuman — bukan
oleh keyakinan akan keinginan akan aturan yang dipaksakan.
Kekuasaan agen yang memengaruhi didasarkan pada ‘cara kontrol’
dan, sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi hanya
menyesuaikan diri di bawah pengawasan”.

Pada tahap ini, terdapat bentuk kepatuhan yang didasarkan pada
pertimbangan imbalan atau penghindaran sanksi. Dalam konteks ini,
kepatuhan terhadap aturan hanya terjadi ketika ada insentif positif
atau ancaman hukuman. Akibatnya, efektivitas kepatuhan sangat
bergantung pada adanya pengawasan eksternal yang ketat, karena
motivasi utama bukanlah kesadaran internal, melainkan kalkulasi
untung-rugi.

b. Identification

"An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and
appeal but because of a person's desire to maintain membership in a

2% Esmi Warassih Pujirahayu, “Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan
Masyarakat” (Yogyakarta: Litera, 2020), him. 126.
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group or relationship with the agent. The source of power is the
attractiveness of the relation which the persons enjoy with the
group or agent, and his conformity with the rule will be dependent
upon the salience of these relationships"

“Penerimaan suatu aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya
tariknya, melainkan karena keinginan seseorang untuk
mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau
hubungan dengan agen. Sumber kekuasaan adalah daya tarik
hubungan yang dinikmati seseorang dengan kelompok atau agen,
dan kesesuaiannya dengan aturan akan bergantung pada saliensi
hubungan-hubungan ini”.

Bentuk kepatuhan yang dikenal sebagai identifikasi terjadi
bukan karena individu meyakini nilai-nilai intrinsik dari suatu
aturan, melainkan karena dorongan untuk mempertahankan status
sebagai anggota kelompok dan menjaga hubungan baik dengan
figur otoritas yang berwenang. Dengan demikian, tingkat
kepatuhan individu sangat bergantung pada kualitas relasi
interpersonal dan sosialnya.

c. Internalization

"The acceptance by an individual of a rule or behavior because
the content is he finds its content intrinsically rewarding congruent
with a person's values either because his values changed and
adapted to the inevitable"

“Penerimaan oleh seorang individu terhadap suatu aturan atau

perilaku karena ia merasa isinya bermanfaat secara intrinsik...
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isinya sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya
berubah dan disesuaikan dengan hal yang tak terelakkan”.

Indikator ini merujuk pada suatu bentuk kepatuhan terhadap
kaidah hukum yang bersifat intrinsik. Kepatuhan ini tidak
didasarkan pada imbalan atau sanksi eksternal, melainkan pada
kepercayaan mendalam terhadap tujuan dan nilai-nilai dari kaidah
hukum tersebut. Dengan kata lain, individu mematuhi aturan
karena meyakini kebenarannya, tanpa mempertimbangkan figur
pemegang kekuasaan atau adanya pengawasan.

3. Teori Good Governance

Proses pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme
serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik, tetapi
juga secara mendasar mengharuskan terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme
(good governance and clean government). Good Governance sendiri
merupakan konsep manajemen pemerintahan yang berorientasi pada
terciptanya kinerja aparatur yang professional.’

Menurut Koiman, governance merupakan serangkaian proses interaksi
sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah
atas kepentingan-kepentingan tersebut.’! Mardiasmo menjelaskan bahwa

arah pembangunan sektor publik bertujuan mewujudkan good governance,

30 Sedarmayanti, Good Governence “Kepemerintahan Yang Baik", edisi ke 2. (Bandung:
Mandar Maju, 2012), hlm. 2.
31 J. Kooiman, Governing as Governance (SAGE Publication, 2003), hlm. 273.
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yang pada dasarnya berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan tata
kelola yang baik.*?

Teori good governance dalam tata kelola wakaf mengadaptasi prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik ke pengelolaan aset wakaf oleh nazir,
menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan
keadilan untuk membangun kepercayaan Wagqif serta optimalisasi aset
wakaf. Pendekatan ini, sering disebut good nazir governance, didasarkan
pada Wagqf Core Principles (WCP-13) yang dikembangkan BWI, BI, dan
IRTI-IsDB, memastikan pengelolaan wakaf produktif sesuai syariah dan
regulasi Indonesia.** Dimana WCP adalah inisiatif bersama BWI, BI, dan
IRTI-IsDB yang merumuskan prinsip-prinsip dasar terkait fungsi, tugas,
manajemen, serta mekanisme pengawasan wakaf. Dalam WCP, good nazir
governance menjadi salah satu dimensi penting selain fondasi hukum,
pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

Pengelolaan, pemberdayaan, dan keberlangsungan wakaf sangat
bergantung pada peran nazir sebagai pihak yang mengelola dan
mengembangkan harta wakaf yang dititipkan Waqif sesuai tujuan wakaf.
Ketika nazir mampu bersikap amanah, profesional, dan dapat dipercaya,

pengelolaan wakaf akan berjalan lebih optimal. Profesionalisme nazir ini

32 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi Offset,
2002), 112.

33 BWI & IRTI-IsDB BI, “Wagqf Core Principles,” dalam International Working Group on
Wagqf Core Principles, 2018, him. 8.
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mencakup aspek moral, tata kelola, manajerial dan bisnis, keterampilan
teknis, serta kemampuan membangun hubungan.*
F. Metode Penelitian
1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah pihak atau subjek yang
memberikan informasi dan penjelasan yang relevan, serta memberikan
kejelasan mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data yang
dilakukan dalam penelitian.3’
a. Data Primer
Merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari
subjek atau individu pertama, sering kali dalam bentuk hasil
wawancara.’® Dalam hal ini data diperoleh langsung dari objek
penelitian Pemakaman warga Muslim Griya Pagutan Indah, juga
wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dokumentasi
baik berupa bukti, maupun laporan yang berkenaan dengan

pengelolaan wakaf tanah makam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh dan dikumpulkan peneliti melalui literatur-literatur yang

berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, artikel

3% Ken Paramitha Aryana et al., “Penerapan Good Nazir Governance Berdasarkan Waqf
Core Principle Pada Wakaf Salman ITB” 11, no. 1 (2023): 88.

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2016), him. 11.

36 Nur Indrianto dan Bambang Supono, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan
Manajemen, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016), him. 142.
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jurnal, web, serta penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis maupun

disertasi.’’

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan metode kualitatif,
menurut definisi Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur
yang dirancang untuk menghasilkan data deskriptif. Data ini dapat
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian, serta perilaku
mereka yang dapat diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami
fenomena secara mendalam dalam konteks aslinya. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam
tentang suatu fenomena dalam konteks alaminya.®

Penelitian kualitatif berfokus pada peristiwa atau tindakan aktual yang
terjadi secara alami pada saat penelitian dilakukan. Dalam pendekatan ini,
peneliti mencoba menggambarkan fenomena dan peristiwa sebagaimana
adanya, tanpa perlakuan, manipulasi, atau intervensi khusus apa pun
terhadap situasi yang diteliti.>*

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya bertujuan untuk
mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami hubungan atau pengaruh
antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini
mencoba membandingkan atau mengidentifikasi perbedaan antara satu

atau lebih variabel berdasarkan berbagai aspek dan perspektif untuk

37 Bambang Supono Nur Indrianto, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan
Manajemen” (BPFE Yogyakarta, 2016), him.142.

38 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.8

39 Juliansyaah Noor, Metodelogi Penelitian Skipsi, Tesisi, Disertasi, Dan Karya Illmiah
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.).
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mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang
diteliti.** Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan observsi, dan
wawancara terhadap nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam dan
juga warga muslim di Griya Pagutan Indah.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang akan
dijelaskan di bawah ini:
a. Metode Observasi
Observasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat secara terstruktur segala gejala atau
fenomena yang ditunjukkan oleh objek yang diteliti.*! Dalam
penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati
pengelolaan wakaf tanah makam yang oleh nazir, dan partisipasi
masyarakat sekitar.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Metode ini sangat efektif ketika peneliti perlu mengumpulkan
informasi mendalam dari responden yang jumlahnya terbatas.*?
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait,

khusunya nazir dan warga muslim Griya Pagutan Indah.

40 Elvis F. Purba, Metode Penelitian, (Medan: SADIA, 2011), him. 17
41 Ibid, hlm.103
42 Riduwan, Metode Dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, t.t.), hlm.34.
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Pemilihan informan dalam penelitian tentang pengadaan
tanah makam ini berdasarkan peran, pengetahuan, dan pengalaman
mereka yang relevan dengan fokus penelitian. hal ini memastikan
bahwa data yang dikumpulkan bersifat mendalam dan
komprehensif, mencakup berbagai perspektif dari para pemangku
kepentingan yang terlibat.

Ketua Takmir Masjid Al-Achwan, dipilih karena otoritas
keagamaannya dalam hal wakaf, sehingga dapat memberikan
informasi terkait proses pengadaan tanah makam. Sementara itu,
Ketua Panitia Pengadaan Tanah Makam (Waqif), menjadi sumber
informasi penting terkait prosedur legal dan teknis pengadaan
tanah, termasuk motivasi dan tantangan dalam mewakafkan tanah.

Di sisi lain, Penerima wakaf, memberikan sudut pandang
dari pihak yang langsung merasakan manfaat tanah makam
tersebut, sehingga peneliti dapat memahami kebutuhan nyata
masyarakat. Adapun Nazir, berperan dalam menjelaskan aspek
pengelolaan wakaf, termasuk administrasi, transparansi, dan
sustainabilitas pengelolaan tanah makam. Selain itu, keikutsertaan
partisipan pengadaan tanah memperkaya data dengan perspektif
masyarakat sipil, khususnya dalam hal partisipasi komunitas dan
dinamika sosial yang terjadi selama proses pengadaan tanah.

Pemilihan informan ini juga memperhatikan prinsip

triangulasi sumber, di mana data diverifikasi dari berbagai aktor



29

dengan peran berbeda untuk meminimalkan bias dan meningkatkan
validitas temuan. Dengan demikian, pemilihan informan dalam
penelitian ini telah memenuhi kriteria metodologis yang ketat, baik
dari segi relevansi, kedalaman informasi, maupun keseimbangan
perspektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis.

c. Dokumentasi
Dokumen didefinisikan sebagai materi tertulis atau objek
fisik lainnya yang berfungsi sebagai bukti atau catatan yang
berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan tertentu.*> Dokumen
dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti surat penting

maupun gambar.**
4. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membandingkan dan
menguji teori atau konsep dengan informasi yang diperoleh dari lapangan,
serta menemukan dan merumuskan konsep baru berdasarkan data yang
terkumpul.®> Data-data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif.
Sebelum masuk tahap analisis, data diolah sedemikian rupa agar data

yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, meliputi tahap:

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2011), hlm. 23.

# Andi Jam’an Enny Radjab, Metodologi Penelitian Bisnis (Makassar: Lembaga
Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm.40.

4 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Padang: Suakbima Press,
2009), hlm. 11.
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a. Pengorganisasian data adalah proses mengatur data yang telah
dikumpulkan oleh peneliti sehingga mudah dibaca dan dipahami.

b. Pengeditan data, merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk
menyeleksi data yang telah dikumpulkan (dari hasil observasi dan
wawancara) dengan cara mempertahankan data yang relevan dan
membuang data yang tidak diperlukan.

c. Penganalisisan data, yakni menganalisis hubungan antar data
dengan mengaitkannya dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan
oleh nazir. Data kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan dan
penggambaran data dalam bentuk uraian atau naratif.*¢

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, tesis ini disusun dalam bab-bab, yang
mana setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang relevan dengan judul tesis ini,
yaitu Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman: Studi Kasus Pada
Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram. Bab-bab
yang dimaksud adalah, pada Bab Pertama, menjelaskan uraian tentang
Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian.

Bab Kedua, Peneliti pengembangan teori-teori mengenai wakaf secara

normatif dan yuridis dalam arti hukum islam dan hukum positif, serta UU No

46 Didin Fatihudin., Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, t.1.
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41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Perarturan Pemerintah, dan Teori Kepatuhan
Hukum.

Bab Ketiga, membahas data dan hasil analisis data, temuan dari hasil
interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi, dan bagaimana
praktik dan peran Nazir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf tersebut.

Bab Keempat, Peneliti menganalisis seluruh hasil pengembangan teori,
lalu, dari data-data yang terkumpul, akan menghasilkan argumentasi dan
kritik yang akan di deskripsikan pada bab ini. Terakhir, Bab Kelima, Penutup

yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Nazir berperan sebagai pengelola utama dan penanggung jawab aset wakaf,
termasuk penjaga aset, pengatur lahan, perencana pengembangan,
sosialisator, dan pelaksana akuntabilitas. Nazir menjalankan peran ini
berdasarkan prinsip amanah, ketulusan, dan tanggung jawab sosial, serta
tidak mengharapkan imbalan materi. Namun,profesionalisme dan
akuntabilitas hukum yakni pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
dan pengawasan formal masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi Pasal 11
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan teori kepatuhan H.C. Kelman, perilaku Nazir didominasi oleh
Identification dan Internalization, yaitu kepatuhan yang lahir dari dorongan
sosial dan nilai moral-keagamaan. Mereka mengelola wakaf dengan rasa
tanggung jawab dan niat ibadah. Namun tingkat Compliance atau kepatuhan
formal masih rendah, terutama dalam pelaporan kepada BWI. Artinya, Nazir
patuh secara sosial dan moral, tetapi belum patuh secara legal-formal,
sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan agar kepatuhan hukum
dapat terpenuhi secara utuh. Menurut prinsip good governance, tingkat
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf tergolong baik, yaitu
sekitar 60%, meskipun belum merata di seluruh unsur yang seharusnya
terlibat. Transparansi juga sudah berjalan pada lingkup internal melalui

pencatatan dan kesiapan untuk diaudit oleh warga, namun belum

112
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diwujudkan dalam bentuk pelaporan resmi kepada BWI. Dari aspek
akuntabilitas, pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat cukup kuat,
tetapi akuntabilitas formal kepada negara masih lemah. Efektivitas dan
efisiensi pengelolaan tampak dari perencanaan lahan yang sudah teratur,
meskipun pemeliharaan fisik belum optimal. Sementara itu, kepastian
hukum relatif terjamin dengan adanya sertifikat wakaf, tetapi pengelolaan

belum dilengkapi pedoman operasional tertulis.

Penelitian ini juga menyoroti persoalan struktural dalam sistem kelembagaan
wakaf nasional, terutama terkait peran ganda BWI sebagai regulator dan
eksekutor yang belum berjalan efektif di tingkat lokal. Keterbatasan BWI dalam
menjalankan fungsi eksekusi terlihat dari ketiadaan pengawasan, tidak
diterapkannya sanksi, serta minimnya pendampingan menyebabkan regulasi
wakaf berhenti pada tataran normatif tanpa kekuatan implementatif. Akibatnya,
Nazir di Masjid Al-Achwan lebih mengandalkan akuntabilitas sosial dan
religius daripada akuntabilitas legal formal, karena mereka tidak merasakan

kehadiran negara melalui BWI sebagai lembaga pengawas yang aktif.

Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola wakaf tanah pemakaman di
Masjid Al-Achwan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bahwa
pengelolaan tanah wakaf yang baik memberikan kontribusi signifikan pada
keberlanjutan sosial dan religius masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik,
serta menjamin kontinuitas manfaat tanah wakaf. Dengan demikian, setiap

langkah perbaikan mulai dari pendaftaran nazir hingga pelaporan berkala tidak
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sekadar memenuhi formalitas hukum, melainkan investasi sosial-religius jangka

panjang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, beberapa saran dapat diajukan
untuk perbaikan dan pengembangan ke depan. Pertama, bagi Nazir Yayasan
Masjid Al-Achwan, penting untuk meningkatkan profesionalitas dan
kompetensi melalui pelatihan serta pembinaan yang difasilitasi oleh Badan
Wakaf Indonesia. Nazir perlu segera melakukan pelaporan berkala atas aset
wakaf kepada BWI agar pengelolaannya memiliki legitimasi hukum yang
kuat. Selain itu, pengelolaan administrasi perlu dilakukan secara sistematis
dan transparan, termasuk penerapan sistem dokumentasi digital untuk

mendukung akuntabilitas publik.

Kedua, bagi pemerintah dan BWI, diperlukan peningkatan peran
pembinaan dan pengawasan terhadap Nazir di tingkat yayasan atau masjid.
Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan dan
lembaga hukum melalui pendampingan administratif, bimbingan teknis, dan
penyediaan sistem pelaporan daring yang memudahkan Nazir lokal dalam
memenuhi kewajibannya. Dengan cara ini, profesionalisasi pengelolaan
wakaf sosial dapat meningkat, dan potensi konflik atau kesalahpahaman

terkait status hukum aset wakaf dapat diminimalisir.

Ketiga, bagi pengurus masjid dan masyarakat muslim Griya Pagutan

Indah, partisipasi kolektif dalam menjaga dan mengembangkan tanah wakaf
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perlu terus dipelihara. Masyarakat diharapkan tidak hanya berperan dalam
tahap inisiasi, tetapi juga aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan jangka
panjang. Diperlukan pula peraturan internal tertulis yang mengatur tata cara
penggunaan makam, hak dan kewajiban warga, serta batasan bagi pihak di
luar komunitas, agar pengelolaan wakaf tetap berlandaskan prinsip keadilan

dan kemaslahatan bersama.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan
kajian yang lebih luas mengenai model tata kelola wakaf komunitas,
Diperlukan sebuah model tata kelola hybrid yang memadukan prinsip
syariah, good governance, dan kepatuhan terhadap regulasi formal, namun
tetap mempertimbangkan nilai serta praktik lokal. Pengelolaan wakaf
pemakaman berbasis komunitas yang telah berjalan baik juga perlu
didokumentasikan sebagai contoh praktik unggulan yang dapat dijadikan
rujukan di tingkat nasional. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan
melakukan studi perbandingan terhadap sistem pengelolaan wakaf
pemakaman di wilayah lain untuk melihat variasi pendekatan dan
efektivitasnya. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam aspek
sosiologis dan antropologis terkait pola kepatuhan hukum masyarakat

muslim dalam mengelola wakaf.
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